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ABSTRAK 
Nama : Abdi Putra Wicaksono 
Nim :  0104162057 
Fak/Jur :  Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah 
Judul Skripsi : Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 
 
Adanya pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang pernah dilaksanakan 
2 kali oleh KUA Kecamatan Galang di tahun 2018 mengalami jumlah penurunan 
peserta. Hal ini terlihat dari jumlah peserta pada pelaksanaan bimbingan pranikah 
pertama hanya diikuti oleh 29 orang peserta dan pelaksanaan yang kedua menjadi 
18 orang. Pada tahun 2019 KUA Kecamatan Galang tidak lagi melaksanakan 
program bimbingan pranikah di Kecamatan Galang, mereka lebih memilih 
bergabung dengan KUA Kecamatan Lubuk Pakam untuk mengikuti program 
bimbingan pranikah dengan cara mengirimkan peserta dari Kecamatan Galang 
sebanyak 7-10 pasangan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelaksanaan 
bimbingan pranikah yang diterapkan KUA Kecamatan Galang dan untuk 
mengetahui faktor kegagalan serta faktor keberhasilan yang dicapai dari 
pelaksanaan bimbingan pranikah dengan menggunakan metode penelitian 
kualitatif melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari 
penelitian ini yaitu adanya manajemen pelaksanaan yang diterapkan KUA 
Kecamatan Galang sebagai persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin 
sebelum menikah. Terdapat faktor kegagalan yang terjadi dari pelaksanaan 
bimbingan pranikah disebabkan penurunan jumlah peserta. Sedangkan faktor 
keberhasilan yang dicapai, yaitu dapat memberikan pengetahuan bagi calon 
pengantin mengenai keluarga sakinah serta mampu mengelola konflik dalam 
berumah tangga.  
 Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peneliti menemukan pihak KUA 
Kecamatan Galang kurang efektif dalam menerapkan manajemen pelaksanaan 
bimbingan pranikah. Sebagaimana hal ini terlihat dari pelaksanaan bimbingan 
pranikah yang sudah pernah dilaksanakan mengalami jumlah penurunan peserta 
bimbingan pranikah. Untuk selanjutnya diharapkan Kementerian Agama perlu 
memberikan bekal bagi para Kantor Urusan Agama yang dinaunginya agar lebih 
efektif dalam meningkatkan manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah di 
semua Kantor Urusan Agama. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Manajemen ialah suatu proses mengatur serta mengelola organisasi maupun 
lembaga dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum 
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berurutan guna mencapai usaha dan 
sasaran yang telah ditetapkan bersama. Untuk mencapai sasaran tersebut maka 
pada suatu lembaga perlu menerapkan fungsi manajemen secara maksimal, salah 
satunya yaitu fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses dari suatu 
perencanaan yang telah tersusun secara terperinci dan terstruktur.
1
 
Proses penerapan dalam manajemen merupakan bagian terpenting yang dapat 
memberikan perkembangan dari suatu lembaga tersebut. Proses penerapan 
manajemen menjadi penting dikarenakan dapat menjawab berbagai tantangan 
globalisasi yang terjadi saat ini. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini 
merupakan bagian unit terdepan dari Kementerian Agama yang memiliki peran 
serta kedudukan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat di bidang urusan agama dan juga memiliki tugas serta 
program yang jelas yang tersusun secara teratur. 
Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dari suatu lembaga yang 
dipimpinnya terkhusus pada Kantor Urusan Agama (KUA), pada pelaksanaan 
kegiatan dari suatu lembaga tersebut haruslah berhubungan langsung dengan 
                                                             
1 Karyoto, Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Defenisi dan Konsep, (Yogyakarta: CV. Andi 
Offset, 2016), hlm. 1. 
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seseorang yang berada di dalam suatu lembaga maupun orang-orang di luar dari 
lembaga yang berkaitan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam 
pelaksanaan kegiatan dari lembaga yang dimaksud disini ialah pelaksanaan 
bimbingan pranikah yang dilaksanakan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) 
dalam memberikan pembinaan serta bimbingan terhadap calon pengantin yang 
akan menikah. 
Calon pengantin yang diberikan pembinaan merupakan suatu langkah 
keabsahan dalam pernikahan yang diberikan pemerintah sebagai wujud 
kepeduliannya terhadap masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang akan 
menikah. Sebagaimana hal ini ditetapkan pada kebijakan Dirjen Bimbingan 
Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang 
suscatin (kursus calon pengantin). Suscatin merupakan memberikan persiapan 
pemahaman serta pengetahuan kepada calon pengantin mengenai kehidupan 
dalam berkeluarga dalam waktu yang singkat.
2
 
Namun peraturan itu berubah yang sebelumnya peraturan tersebut ditetapkan 
oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.11/491 
Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian peraturan 
tersebut dikeluarkan dan disempurnakan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor 
DJ.II/542 Tahun 2013, dan telah dirubah namanya menjadi kursus pengantin.
3
  
Pada tahun 2019 peraturan mengenai bimbingan pernikahan terus digiatkan 
oleh pemerintah, sehingga seseorang yang akan menikah harus mengikuti 
                                                             
2 Nasihun Amin, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir 
Timur II Kota Palembang, Skrisi Sarjana Pendidikan, 2018, http://eprints.radenfatah.ac.id, Diakses 
tanggal 19 Februari 2020, Pukul 21.22 WIB, hlm. 3. 
3
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 
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kegiatan bimbingan pranikah serta harus memiliki sertifikat bimbingan pranikah 
bagi calon pengantin yang akan menikah. Rancangan mengenai sertifikat 
bimbingan pranikah ini diharapkan pemerintah dapat dilaksanakan kembali mulai 
tahun 2020. Pemerintah dalam hal ini berencana menerapkan aturan yang 
mewajibkan setiap calon pengantin memiliki sertifikat pranikah sebagai salah satu 
kelengkapan dokumen saat mendaftarkan pernikahan.  
Menurut Muhadjir Effendy selaku Menko PMK (Menteri Koordinator 
Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan), menyatakan bahwa sertifikasi layak 
nikah dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga 
yang baik, sehat dan berkualitas. Adapun sertifikat bimbingan pranikah bagi 
pasangan calon pengantin tidaklah wajib dimiliki sebagai syarat pernikahan. 
Maksud dari tidak wajib dimiliki ialah pasangan yang tidak mengikuti bimbingan 
pernikahan tidak akan mendapatkan sertifikat tetapi masih tetap bisa untuk 
menikah.  
Dalam hal ini bukan berarti kalau tidak mengikuti bimbingan pranikah tidak 
diperbolehkan menikah, akan tetapi lebih baik jika mengikuti bimbingan pranikah 
diharapkan dapat membina rumah tangga yang lebih baik lagi demi memberikan 
pemahaman serta tanggung jawab sebagai calon orang tua kelak agar 
menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.
4
 
Dengan demikian, usulan dari sertifikasi bimbingan pranikah ini merupakan 
program yang diusungkan oleh pihak Kemenko PMK dengan menggandeng pihak 
                                                             
4
 Deti Mega Purnamasari, Kemenko PMK: Calon Pengantin yang Tak Ikut Bimbingan Tetap 
bisa Menikah, https://amp.kompas.com/nasional/read/15484781, Diakses tanggal 2 Februari 2020, 
Pukul 22.33 WIB.  
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terkait, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) sebagai tindak lanjut dalam 
menangani program pelaksanaan bimbingan pranikah. Kemudian Kementerian 
Agama bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan 
pembinaan pada pelaksanaan bimbingan pernikahan kepada masyarakat.  
Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di kecamatan memiliki peran 
penting dalam mengatur dan mengelola pencatatan pernikahan, setiap calon 
pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya diharuskan untuk 
mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum 
berlangsungnya pernikahan, maka hendaklah calon pengantin diberikan 
pembekalan dalam bimbingan pernikahan oleh pihak KUA yang berupa nasehat-
nasehat serta petunjuk mengenai terciptanya hubungan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan warrahmah yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits 
sebagai pedoman ajaran agama Islam. 
Pada tahap pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah juga sudah pernah 
dilaksanakan khususnya di daerah Kecamatan Galang. Pelaksanaan kegiatan 
bimbingan pranikah ini dilaksanakan langsung pihak Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Galang yang bekerja sama dengan pihak yang berkaitan 
dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Pada tahap kegiatan pelaksanaan 
bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang di tahun 
2018 sudah dua kali dilaksanakan, akan tetapi belum mencapai maksimal.  
Belum tercapainya secara maksimal pada tahap pelaksanaan kegiatan 
bimbingan pranikah disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor pertama disebabkan 
pada pelaksanaan bimbingan pranikah yang pertama kali dilakukan oleh pihak 
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KUA Kecamatan Galang di tahun 2018 jumlah peserta yang ditargetkan 60 orang, 
namun yang hadir mengikuti kegiatan hanya 29 orang. Dan pada tahap 
pelaksanaan yang kedua kegiatan bimbingan pranikah jumlah peserta yang 
ditargetkan dengan jumlah yang sama seperti jumlah pelaksanaan bimbingan 
pranikah pertama, yaitu 60 orang, namun jumlah yang hadir menurun drastis 
menjadi 18 orang peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.  
Untuk selanjutnya pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah 
tetaplah dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun kegiatan tersebut tidaklah 
dilakukan di daerah Kecamatan Galang, akan tetapi pihak KUA Kecamatan 
Galang bergabung dengan pihak KUA Kecamatan Lubuk Pakam dalam 
pelaksanakan kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Lubuk Pakam. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Galang 
hanya mengirimkan peserta sebanyak 7-10 pasang calon pengantin untuk 
mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang setiap kali dilaksanakan di KUA 
Kecamatan Lubuk Pakam di tahun 2019.  
Dengan demikian data yang peneliti peroleh sementara dari penelitian bahwa 
pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang 
tersebut belum mencapai maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh 
karena itu, peneliti berharap dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang 
dilakukan KUA Kecamatan Galang pada tahun 2020 untuk selanjutnya 
diharapkan mampu untuk menata kembali proses manajemen pelaksanaan 
kegiatan bimbingan pranikah sehingga dapat memperbaiki minat dari calon 
pengantin agar mau hadir dan mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan 
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pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang dalam kegiatan-kegiatan 
bimbingan pranikah selanjutnya. 
Adanya Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan kehidupan dalam berumah tangga bagi calon pengantin, 
karena hal itu berguna untuk mengurangi tingkat perceraian yang bisa saja terjadi, 
meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, maupun permasalahan dalam 
pernikahan yang sering terjadi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah 
tangga mereka khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Galang.  
Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk 
meneliti lebih jauh dan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini, maka peneliti 
melanjutkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul Manajemen Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka untuk lebih 
mengetahui rumusan masalah yang akan diteliti dan dihadapi, peneliti menuliskan 
permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut: 
1. Bagaimana manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan 
KUA Kecamatan Galang dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah?   
2. Bagaimana faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah 
yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang? 
3. Bagaimana faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah 
yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang? 
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C. Batasan Istilah 
Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan pengertian terhadap 
pembahasan pada penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis perlu 
mencantumkan beberapa batasan terhadap istilah yang dipergunakan, yaitu: 
1. Manajemen 
Manajemen merupakan proses dalam mengatur serta memberikan 
manfaat terhadap organisasi yang dimiliki melalui sumber daya yang ada 
berkat adanya kerjasama para anggota baik secara efektif dan efesien guna 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun maksud dari manajemen ini ialah 
manajemen KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan 
Galang.
5
 
2. Kantor Urusan Agama 
  Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu unit kerja utama Kementerian 
Agama RI (Kemenag) dalam melakukan tugas pemerintahan di bidang agama 
di Kecamatan. Kantor Urusan Agama yang dimaksud disini ialah Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang. 
3. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 
Pelaksanaan merupakan suatu usaha maupun dorongan dalam rangka 
menjalankan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan lembaga maupun 
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 Candra Wijaya dan Muhammad Rifa’i, Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan 
Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 15. 
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organisasi tersebut.
6
 Dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan, yaitu 
pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Galang. Usaha yang 
dilakukan KUA Kecamatan Galang dalam bimbingan pernikahan dapat 
berupa pemberian bekal maupun materi pengetahuan kepada calon pengantin 
sebelum menikah. Pembekalan pengetahuan yang dilakukan pihak KUA 
diharapkan dapat terwujudnya keluarga yang harmonis setelah menjalani 
kehidupan berumah tangga. 
D. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang 
diterapkan oleh pihak KUA Kecamatan Galang dalam pelaksanaan kegiatan 
bimbingan pranikah. 
b. Untuk mengetahui faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan 
pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang.  
c. Untuk mengetahui faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan 
pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang.  
E. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diperoleh kegunaan sebagai berikut: 
a. Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu 
pengetahuan bagi masyarakat Kecamatan Galang dalam kegiatan pelaksanaan 
                                                             
6 Hasnun Jauhari Ritonga, Manajemen Organisasi:Pengantar Teori dan Praktek, (Medan: 
Perdana Publishing, 2015), hlm. 6. 
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bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Galang. 
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan maupun 
pedoman penelitian dimasa yang akan datang. 
c. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah referensi kepada jurusan 
Manajemen Dakwah (MD) dan berguna sebagai persyaratan untuk mencapai 
gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sumatera Utara. 
F. Sistematika Penulisan  
Untuk memudahkan pembahasan dalam memahami isi yang terdapat dalam 
penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan berdasarkan bab 
demi bab serta beberapa sub bab, yaitu : 
Bab I : Pendahuluan, Berisikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 
Batasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, serta Sistematika Pembahasan. 
Bab II : Kajian Pustaka, Berisikan : Manajemen, Kantor Urusan Agama 
(KUA), Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dan Penelitian Terdahulu.  
Bab III : Metode Penelitian, Berisikan : Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, 
Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data. 
Bab IV  : Hasil Penelitian, Berisikan : Profil KUA Kecamatan Galang 
Kabupaten Deli Serdang, Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Galang, Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Diterapkan di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Galang, Faktor Kegagalan dari Pelaksanaan Kegiatan 
Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dan Faktor 
10 
 
 
 
Keberhasilan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Galang. 
Bab V   : Penutup, Berisikan : Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Manajemen 
1. Manajemen Organisasi 
Manajemen menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu “to manage” 
yang berarti mengatur, mengelola, menangani, atau mengurus. Dari kata manage  
terbangun kata manager yang berarti pemimpin atau pengelola. Sedangkan secara 
istilah manajemen menurut George R. Terry diartikan sebagai suatu proses yang 
terdiri dari tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan-tujuan 
yang sudah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia  dan sumber 
lainnya.
7
 
Dengan demikian, maksud dari manajemen ialah proses untuk mendorong 
seseorang dalam melaksanakan aktivitas organisasi yang efektif agar bisa 
tercapainya suatu tujuan. Dapat dilakukannya secara efektif apabila diantara satu 
dengan yang lainnya dapat berkontribusi, baik antara bawahan dengan pemimpin 
maupun sebaliknya, sehingga terjalin komunikasi pada suatu organisasi baik 
secara horizontal maupun vertikal. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki fungsi 
pokok, yang fungsi pokok tersebut antara lain sebagai berikut. 
 
                                                             
7
 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation & Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi, 
(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1. 
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a. Perencanaan (Planning) 
Perencanaan merupakan langkah awal yang utama untuk menggabungkan 
antara peluang, potensi, maupun kekuatan guna terwujudnya dari tujuan 
organisasi. Perencanaan (planning) dibuat berdasarkan proses pemilihan, 
kebijakan, strategi, pembuatan prosedur kerja, program kerja, serta penetapan 
tujuan yang lebih efektif dan efisien. 
b. Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam mengefektifkan pelaksanaan 
kegiatan dengan memberikan bagian tugas dan wewenangnya agar lebih 
terstruktur dan terarah guna mencapai tujuan bersama. 
c. Penggerakkan/Pelaksanaan (Actuating) 
Pelaksanaan ialah suatu usaha untuk mendorong dan mempengaruhi 
seseorang dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam organisasi guna 
mencapai hasil yang maksimal. Pelaksanaan ditujukan untuk mempengaruhi 
anggota-anggota kelompok dalam melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat 
dan antusias demi terwujudnya tujuan organisasi. 
Dalam pelaksanaan (actuating) juga memiliki tujuan agar pelaksanaan 
tersebut dapat tercapai, tujuan dari actuating ini antara lain:
8
 
1. Dapat menumbuhkan kerjasama yang berdaya guna. 
2. Mengembangkan kemampuan serta keterampilan dari para karyawan. 
3. Menumbuhkan rasa menyukai pekerjaannya, 
                                                             
8
 Sukmadi, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2017), hlm. 90-
93. 
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4. Meningkatkan motivasi serta prestasi kerja karyawan dalam mengoptimalkan 
kondisi pada lingkungan kerjanya. 
5. Menumbuhkan organisasi untuk berkembang lebih dinamis. 
Menurut George R. Terry faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari 
pelaksanaan dalam fungsi manajemen ialah sebagai berikut:  
1. Faktor Pendukung dari Fungsi Pelaksanaan (Actuating) 
a.  Leadership (Kepemimpinan) 
Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan dalam mempengaruhi 
seseorang agar berupaya lebih baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. 
Seorang pemimpin tidak akan bisa mengajak bawahannyan untuk bekerja 
apabila tidak memiliki kemampuan dalam memimpin. Sehingga pemimpin 
yang demikian akan mengalami kegagalan pada setiap usahanya. Dengan 
demikian leader diharapkan mampu mempunyai keahlian maupun kecerdasan 
supaya bisa mengelola suatu usaha agar usahanya dapat berjalan secara 
maksimal. 
b.   Attitude and Morale (Sikap dan Moril) 
Sikap dan moril merupakan suatu cara pandang hidup, berpikir maupun 
bertindak seseorang dalam mengatur pola kehidupannya. 
c.   Communication (Tatahubungan) 
  Dalam melakukan komunikasi pasti akan memerlukan tahap dari proses 
manajemen yang efektif, diantaranya yaitu:
9
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 Ibid., hlm. 94. 
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1. Komunikasi Internal 
Merupakan komunikasi yang dilakukan dalam organisasi baik itu 
diantara pemimpin sesama anggotanya maupun sebaliknya. 
2. Komunikasi Eksternal 
Ialah melakukan interaksi diluar dari organisasi. 
3. Komunikasi Horizontal  
Merupakan komunikasi internal dan eksternal antara kedudukan 
yang seimbang dalam organisasi maupun lembaga. 
4. Komunikasi Vertikal 
Merupakan komunikas internal organisasi antar pemimpin dengan 
anggota maupun sebaliknya dalam situasi  formal yang sering digunakan. 
d.   Incentive (Perangsang) 
Insentif merupakan sesuatu yang menimbulkan maupun menyebabkan 
seseorang untuk melakukan tindakan. 
e.   Supervision (Supervisi) 
Menurut George R. Terry mengartikan bahwa supervisi merupakan suatu 
kegiatan pegurusan dalam tahapan organisasi yang para anggota maupun non 
anggota dapat saling berkomunikasi secara spontan tanpa harus adanya 
batasan. Oleh karena itu, supervisor memiliki tugas cukup berat karena ia 
harus menemukan permasalahan-permasalahan setelah itu baru memperbaiki 
permasalahan itu dan memberikan saran-saran kepada para anggotanya yang 
mengalami kemunduran. 
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f.   Discipline (Disiplin) 
Disiplin merupakan melatih ketaatan dalam tingkah laku seseorang agar 
teratur dalam melakukan suatu pekerjaan maupun mengatur pola kehidupan 
seseorang dalam menjalani aktivitas kesehariannya.
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2. Faktor Penghambat dari Fungsi Pelaksanaan (Actuating) 
Faktor penghambat yang terjadi pada proses pelaksanaan (actuating) dalam 
manajemen disebabkan akibat dari kegagalan manajer atau pemimpin dalam 
menumbuhkan semangat dalam memotivasi para anggotanya. Hal ini bisa saja 
terjadi kaena kurangnya pimpinan dalam memahami hakikat perilaku, kebutuhan 
para anggota maupun kurangnya hubungan komunikasi antara pemimpin dengan 
anggotanya, sehingga dapat mempengaruhi etos kerja dan produktifitas kerja dari 
para staf yang ada di dalamnya.  
d. Pengawasan (Controlling) 
Pengawasan merupakan suatu fungsi manajerial yang menerapkan kriteria 
dari hasil yang didapat dan diraih dalam organisasi pada setiap aktivitas yang 
dilakukan. Pengawasan dalam organisasi yang efektif juga dapat mendorong 
tercapainya sebuah tujuan.
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Selanjutnya, yaitu mengenai organisasi. Organisasi berasal dari bahasa 
Inggris, organization (kata benda) yang diambil dari kata organ (kata benda), 
artinya bagian organ, alat tubuh atau badan.  Dari arti tersebut muncul kata bentuk 
seperti organize (kata kerja), yang artinya mengatur, mengorganisasikan, 
                                                             
10 Ibid., hlm. 95. 
11 Hasnun Jauhari Ritonga, Manajemen Organisasi…, hlm. 4-7. 
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mengorganisir dan mengadakan. Istilah organisasi juga sering disamakan dengan 
sebutan “institusi” yang dalam bahasa Inggris artinya lembaga, kelembagaan 
(institutional) dan melembagakan. 
Menurut George R. Terry mengartikan organisasi ialah suatu bagian-bagain 
terstruktur yang diintegrasikan sehingga hubungan antara satu dengan lainnya 
mempengaruhi kekerabatan mereka dengan semuanya. Dengan demikian istilah 
organisasi dapat diartikan sebagai suatu badan yang  membentuk proses hubungan 
kerjasama di dalamnya secara formal dengan sejumlah orang yang terikat guna 
memperoleh hasil yang ditentukan. 
Berdasarkan defenisi manajemen dan organisasi dari pengertian sebelumnya, 
dapat disimpulkan manajemen organisasi merupakan suatu proses dalam 
mengatur organisasi secara struktur dan akurat, yaitu dengan cara melaksanakan 
perencanaan lebih awal sebelum kegiatan itu dilakukan oleh seseorang yang tepat.  
Demikian itu juga diperlukannya kerjasama yang baik diantara individu yang satu 
maupun lainnya, maka dibutuhkan controlling serta penilaian terhadap setiap 
aktivitas yang dilakukan agar tujuan dari organisasi itu dapat diterapkan secara 
efektif dan efisien.
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Adapun tujuan manajemen dalam organisasi dapat dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu: 
a. Manajemen diperlukan dalam rangka memperoleh tujuan yang telah 
ditentukan. Dengan pengendalian yang baik, diharapkan dapat berjalan 
dengan lancar dan bisa  mencapai  tujuan. 
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  Ibid., hlm. 28-32.  
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b. Manajemen diperlukan untuk memberi keseimbangan antar tujuan-tujuan, 
sasaran dan kegiatan yang berlawanan dalam organisasi dari pihak-pihak 
yang berkepentingan.  
c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan menyelesaikan 
permasalahan secara akurat sesuai kemampuannya. Sedangkan efektifitas 
merupakan kemampuan dalam memilah yang bertujuan untuk mencapai hasil 
yang ditetapkan. 
Tujuan manajemen dalam organisasi juga dapat terlihat dari peranan 
utamanya, yaitu mengatur segala kegiatan dari komposisi yang ada serta 
menyesuaikan dalam lingkungannya. Manajer dapat melakukan koordinasi dan 
bisa juga mengintegrasi aktivitas-aktivitas dalam organisasi dari setiap pekerjaan 
yang ada. 
Terdapat empat belas prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi menurut 
Henry Fayol, antara lain sebagai berikut: 
1.    Penggolongan kerja, Meningkatnya efisiensi pelaksanaan kerja terjadi karena 
adanya spesialisasi. 
2.    Kewenangan, hak dalam memberikan instruksi serta ditaati. 
3.    Disiplin, adanya  kepatuhan dalam peranannya yang bertujuan untuk 
organisasi. 
4.    Satuan instruksi, seorang leader hanya memberi arahan hanya kepada para 
staf ataupun anggota organisasi mengenai kegiatan tertentu.   
5.    Kesatuan pengarahan, setiap aktivitas organisasi harus mempunyai tujuan  
dan mendapat arahan dari atasan dengan melakukan suatu perencanaan. 
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6.    Melakukan kepentingan umum dibawah kepentingan perseorangan. 
7.    Balas jasa, imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan secara merata baik dari 
pemimpin ataupun anggota. 
8.    Sentralisasi, terdapat kesepadanan yang akurat antara sentralisasi dan 
disentralisasi. 
9.    Garis wewenang, diharapkan konflik yang terjadi bisa dinetralisir sehingga 
tidak menimbulkan kecurigaan. 
10.  Order, orang-orang dan material yang berada di waktu dan tempat yang pas.  
11.  Keadilan, adanya kesamaan sikap yang ditunjukkan dalam organisasi ketika 
mengemban tanggung jawab, punishment serta reward. 
12.  Stabilitas karyawan organisasi, kualitas peraihan tenaga kerja yang meningkat 
tidak tepat dilakukan dalam pelaksanan fungsi organisasi. 
13.  Inisiatif, para anggota diberikan keleluasaan dalam menyelesaikan rencana, 
meskipun terkadang terdapat kesalahan yang mungkin bisa dialami. 
14.  Semangat korps, “kesatuan merupakan kekuatan” pelaksanaan kegiatan 
organisasi harus mempunyai rasa setia dan bangga dalam semangat korp yang 
dimiliki sesama para anggota.
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2. Manajemen Organisasi Islam 
Manajemen menurut pandangan agama Islam dikenal dengan kata al-tadbir 
(pengaturan). Kata tersebut diderivasi  dari kata dabbara yang berarti mengatur. 
Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surah As-Sajdah: 5 
                                                             
13 Hasnun Jauhari Ritonga, Manajemen Organisasi…, hlm. 34-36. 
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                              
          
Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 
kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu.
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Maksud ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT merupakan yang 
mengatur semesta (manager/Al-Mudabbir). Keteraturan semesta ini merupakan 
tanda keesaan Allah SWT dalam mengatur alam semesta. Sesungguhnya manusia 
Allah ciptakan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, maka 
manusia itu harus mampu untuk mengelolanya dengan sebaiknya sebagaimana 
Allah mengatur semesta ini.
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Dengan demikian, manajemen dapat berorientasi dengan sebuah proses, dan 
proses tersebut menunjukkan di dalam manajemen memerlukan sumber daya 
manusia, keterampilan serta pengetahuan agar aktivitasnya lebih efisien dan 
efektif sehingga tindakan yang dihasilkan dapat mencapai keberhasilan.16 
Sedangankan yang dimaksud dengan organisasi ialah suatu wadah yang di 
dalamnya diperoleh adanya orang-orang yang bekerjasama agar tercapainya 
tujuan bersama yang efektif dan efesien.17 
                                                             
14
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan  Terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 
2014), hlm. 415. 
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Abdul Ghoffar, Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Qur’an dan Hadits), 
https://290449-manajemen-dalam-islam-perspektif-al-quran-ebacc34e.pdf, Diakses tanggal 15 
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 Syamsir Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 
Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 165. 
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 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 3, (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2009), hlm. 147. 
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Adapun defenisi mengenai Islam, bahwa Islam merupakan agama yang 
diturunkan oleh Allah SWT melalui rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang 
berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan 
hubungan manusia dengan alam semesta. Islam juga merupakan agama untuk 
menyampaikan misi keselamatan dunia dan akhirat bagi semua umat manusia 
dengan cara menunjukkan tunduk, patuh dan pasrah dengan ketentuan dari Allah 
SWT, dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi apa saja yang di larang-
Nya.18 
Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa manajemen organisasi Islam ialah serangkaian kegiatan berdasarkan asas 
pengelolaan dalam mencapai tujuan yang diarahkan maupun ditetapkan demi 
mewujudkan visi dan misi yang dilakukan serta mengaplikasikan nilai-nilai 
dengan landasan pada prinsip syariat Islam.  
Dasar atau asas dari organisasi Islam ialah Al-Qur’an dan hadist maupun 
ijtihad dari mayoritas ulama yang gerak langkahnya dalam organisasi tidak boleh 
berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Manajemen organisasi Islam bersifat 
universal, komprehensif dan memiliki nilai, etika, akhlak serta keyakinan dalam 
sistem sosial yang bersumber dari ajaran agama Islam. 
Adapun tujuan dari manajemen organisasi Islam ialah sebagai berikut: 
1. Memberikan pondasi dalam membangun integritas moral yang kokoh 
berlandaskan aqidah dan iman. 
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 Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 
hlm. 22. 
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2. Untuk mengarah pada kinerja yang unggul dan maju dalam mengembangkan 
etos kerja yang  berlandaskan prinsip syariat Islam. 
3. Memberikan sumbangsih untuk membangun organisasi yang Islami. 
4. Melaksanakan amar ma’ruf dan mencegah kemunkaran yang terjadi di 
sekitarnya dengan mengajak kelompok sasaran organisasi. 
Sedangkan fungsi manajemen organisasi Islam terdapat juga empat fungsi 
yang sama dengan manajemen organisasi pada umumnya, seperti:
 19
 
1. Perencanaan (Planning) 
Perencanaan merupakan suatu ketetapan yang diambil untuk waktu yang akan 
datang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan, yaitu 
menetapkan tujuan, menentukan perencanaan, mencari dan menguji berbagai 
alternatif kegiatan, penilaian dan evaluasi serta merumuskan rencana-rencana 
yang menjadi penunjang rencana dasar dari organisasi Islam.  
Fungsi dari perencanaan dalam manajemen organisasi Islam juga dijelaskan 
dalam Al-Qur’an surah Al-Hasyr: 18, yang berbunyi: 
                         
          
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) 
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dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.
 20
 
2. Pengorganisasian (organizing) 
Pengorganisasian ialah wadah dari keutuhan yang komplit, memberikan rasa 
kebersamaan dan terciptanya mekanisme yang baik, sehingga aktivitas dapat 
dilakukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pentingnya menekankan 
proses dari organizing dapat mewujudkan kesatuan dalam segala tindakan. Al-
Qur’an juga telah menjelaskan betapa pentingnya kesatuan dalam tindakan suatu 
organisasi Islam.  
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah: 2 
                          
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.
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3. Penggerakkan/Pelaksanaan (Actuating) 
 Proses dari pelaksanaan dapat memberikan perintah, petunjuk, pedoman 
sesuai dengan syariat Islam dan memberi perintah maupun kemampuan dalam 
komunikasi. Al-Qur’an juga telah memberikan pedoman untuk tahap pelaksanaan 
dalam proses pengarahan pada manajemen. Sebagaimana firman Allah SWT 
dalam surah Al-Kahfi: 2 
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                           
           
Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang 
sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang 
beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 
pembalasan yang baik.
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4. Pengawasan (Controlling) 
 Controlling merupakan jalan akhir dari fungsional kegiatan-kegiatan dalam 
proses manajemen. Pengawasan merupakan suatu cara dari manajer untuk 
mengetahui apakah tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai atau tidaknya. 
Controlling juga sebagai konsep untuk mengendalikan, serta mengetahui 
planning, organizing maupun keleadershipan pada efektifitas organisasi Islam. 
 Sebagaimana Al-Qur’an surah Al-Infithar ayat 10-12 menjelaskan mengenai 
pengawasan, yaitu 
                               
Artinya: Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 
(pekerjaanmu) (10). Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu) 
(11). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan(12).
23
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 Di dalam manajemen organisasi Islam, terdapat juga prinsip-prinsip 
manajemen di dalamnya, yaitu: 
1. Efisiensi atau tidak boros, dalam Al-Qur’an juga dijelaskan dalam surah Al-
Isra’: 26-27 yang maksud dari ayat ini adalah menhindarkan diri dari 
menghambur- hamburkan harta atau boros, karena sikap dari pemborosan itu 
ialah perilaku dari syaitan. 
2. Menggunakan waktu sebaik-baiknya, dijelaskan juga dalam Al-Qur’an pada 
surah Al-Ashr: 1-3 dan maksud dari ayat tersebut ialah menggunakan waktu 
dengan sebaiknya dalam melakukan amal shaleh, dan menasehati dalam 
kebaikan. 
3. Tepat waktu atau disiplin, hal ini dapat juga dipahami dalam QS. Al-Insyirah: 
7 dan Al-Jumu’ah: 10 mengenai disiplin ataupun tepat waktu. 
4. Bersikap loyalitas dan patuh terhadap pemimpin. Hal ini kemudian dapat juga 
dilihat pada QS. Hud: 112, Al-Fushshilat: 6 dan Al-Ahqaf: 13. 
5. Orientasi kedepan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr: 18 yang 
maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan oleh 
Allah untuk mengetahui hal apa saja yang dilakukannya untuk hari esok 
(akhirat).  
6. Etos kerja (bekerja untuk beribadah). Orientasi pekerjaan dalam Islam 
merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal tersebut kemudian 
dapat juga dilihat dalam QS. Az-zalzalah: 7. 
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7. Kebersamaan pada setiap hal positif. Hal ini sebagaiman dijelaskan di dalam 
QS. Al-Maidah: 2 yang maksudnya adalah untuk mengajak manusia agar 
saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.  
8. Musyawarah, dijelaskan juga di dalam QS. Al-Imran: 159 yang maksud dari 
ayat ini ialah melakukan musyawarah dengan berpedoman pada Al-Qur’an 
dan Hadits.  
9. Istiqamah, yaitu berpegang teguh pada keyakinan jalan yang lurus, jalan yang 
diridhai-Nya. Hal ini juga terdapat dalam QS. Huud: 112. 
10. Berpikir positif (husnudzan). Sebaiknya dibiasakan berpikir positif dari pada 
sering timbul sikap curiga. Pikiran yang positif lebih akan mengarah pada 
keadaan yang kondusif. Hal ini juga terlihat dalam QS. Al-Hujarat: 12. 
11. Memiliki akhlak, sebagaimana hal ini terdapat juga dalam QS. Al-Qalam: 4 
yang artinya: “Dan sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti yang agung”.
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B. Kantor Urusan Agama (KUA) 
1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kantor Urusan Agama (KUA) ialah lembaga terkecil Kementerian Agama 
yang berada di wilayah Kecamatan. KUA mempunyai tugas dalam membantu 
sebagian tugas yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten dalam urusan 
agama Islam di wilayah Kecamatan. 
Departemen Agama merupakan departemen perjuangan. Berdirinya 
Departemen Agama tidak bisa terlepas dari yang namanya dinamika perjuangan 
bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang untuk menegakkan kemerdekaan yang baru 
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saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan 
Kementerian Agama bertujuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai 
penanggungjawab penerapan dalam pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 
29 UUD 1945, serta sebagai peningkatan maupun pengukuhan status Kantor 
Urusan Agama Tingkat Pusat (Shumubu) pada masa penjajahan Jepang waktu 
itu.
25
 
Kementerian Agama resmi didirikan pada tanggal 2 Muharram 1346 H 
berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor: 1/SD tanggal 3 Januari 1946. Jabatan 
Menteri Agama pertama pada saat itu dipegang oleh H.M. Rasyidi, BA. Pada era 
tersebutlah dimulainya pembenahan sistem dan beberapa kebijakan dalam 
menjalankan tugas pertamanya dikalangan Kementerian Agama untuk 
dimasukkan ke dalam Departemen Agama.  
Berdasarkan ketetapan Pemerintah Nomor: 5/SD Tanggal 25 Maret 1946 dan 
maklumat Pemerintah Nomor 2 Tanggal 24 April 1946 menyatakan bahwa tugas 
pokok Kementerian Agama, ialah menghimpun permasalahan Mahkamah Islam 
Tinggi yang dulunyaa menjadi kewenangan Departemen Kehakiman serta 
mengemban tanggung jawab dalam pengangkatan penghulu landraat, penghulu 
anggota pengadilan agama, dan penghulu kemasjidan serta stafnya yang 
sebelumnya menjadi hak dan wewenang Presiden maupun Bupati. 
Sebelum maklumat Menteri Agama dilakukan secara efektif, instansi 
pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan situasi dan keadannya. Dari 
zaman kolonialisme, pegawai organisasi kelembagaan yang mengurusi agama dan 
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sudah menjalar keseluruh wilayah nusantara, hingga pada tingkat kecamatan 
bahkan sampai ke pedesaan. 
Pada tanggal 20 November 1946  ditetapkan peraturan Menteri Agama 
Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tentang struktur Kementerian Agama. Awal mula 
pembentukan dari  kepengurusan organisasi Departemen Agama sangatlah simpel, 
yaitu hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian, yaitu Sekretariat, 
Kepenghuluan, Pendidikan Agama, Penerangan Agama, Masehi Kristen, Masehi 
Katolik, Pegawai, dan bagian perbendaharaan/Keuangan. 
Didirikannya Departemen Agama sejak awal pada tahun 1946-1950-an, 
stabilitas politik tidak berjalan sesuai rencana, karena orang Belanda dan 
sekutunya tidak merelakan Indonesia merdeka. Aksi militernya yang pernah dua 
kali dilancarakan, yaitu tanggal 21 Juli 1947 dan tanggal 19 Desember 1948. 
Pembentukan kabinet yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia pada saat 
itu sangatlah singkat, hal ini dikarenakan silih bergantinya kabinet sistem 
parlementer.
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Adapun struktur Kantor Agama pada tahun 1949 terus mengalami 
penyempurnaan struktur, hal ini berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP 
Nomor 8 tahun 1950 tentang susunan organisasi Kementerian Agama. Sejak 
itulah struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut: 
a. Susunan organisasi di tingkat pusat sebagai berikut: 
1.   Menteri Agama 
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2.   Sekretariat Jenderal, yang terdiri dari bagian sekretariat, bagian 
kepenghuluan, bagian pendidikan, bagian keuangan/pembendaharaan. 
b. Susunan organisasi di tingkat daerah sebagai berikut: 
1.   Kantor Agama Provinsi 
2.   Kantor Agama Kabupaten 
3.   Kantor Kepenghuluan Kawedanan 
4.   Kantor Kenaiban Kecamatan. 
Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 
1946. Sebagaimana tercantum pada Kepuusan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 
tentang pembentukan Kementerian Agama, bertujuan dalam pembangunan 
nasional yang merupakan penerapan dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Dengan demikian, agama mampu menjadi dasar etika maupun moral 
dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Adanya pengalaman dan pengetahuan 
agama dengan baik diharapkan bisa membantu tercapainya masyarakat Indonesia 
yang berkualitas, mandiri, religius, sehat jasmani maupun rohaninya dan terpenuhi 
kebutuhan spiritual serta materialnya. 
Untuk selanjutnya dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 
Nomor 517 Tahun 2001 dan PMA No.11/2007 mengenai penataan organisasi 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka kedudukan Kantor Urusan 
Agama terletak di wilayah Kecamatan dan memiliki tanggung jawab kepada 
kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan 
langsung kepala seksi urusan agama Islam/Bimas dan bagian lembaga agama 
Islam yang dipimpin seorang ketua memiliki tugas pokok dalam pelaksanaan 
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sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam urusan agama 
Islam di Kecamatan. 
Oleh karena itu, KUA Kecamatan berperan sebagai instansi pemerintah yang 
keberadaannya memiliki payung hukum yang kuat dan dapat diakui, karena 
bagian dari struktur pemerintahan di wilayah Kecamatan. Dengan adanya Faktor 
ini menunjukkan bahwa peranan Kantor Urusan Agama memiliki kedudukan yang 
sangat strategis untuk bersentuhan langsung kepada masyarakat terutama yang 
memerlukan pelayanan dibidang urusan agama Islam yang salah satunya 
mengenai urusan pernikahan.
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2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) 
a. Tugas Kantor Urusan Agama 
Berdasarkan keputusan Kementerian Agama dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok 
dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:
28
 
1.   Melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di 
bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. 
2.   Berkontribusi dalam melaksanaan tugas bidang keagamaan Pemerintah di 
tingkat Kecamatan. 
3.   Bersama-sama memiliki kewajiban atas pelaksanaan tugas Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan. 
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4.   Melakukan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama 
Islam dan bekerjasama dengan lembaga lainnya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas KUA kecamatan. 
5.   Sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). 
Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 
2001 dan PP Nomor 6 tahun 1998 tentang penataan organisasi KUA 
kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
29
 
1.   Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di 
bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini 
KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat 
menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga. 
2.   Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral 
maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA 
melaksanakan pencatatan pernikahan, membina dan mengurus zakat, 
wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan serta 
pengembangan keluarga sakinah. 
b. Fungsi Kantor Urusan Agama 
1.   Fungsi Administrasi 
Menyelesaikan surat menyurat maupun kearsipan yang menyangkut 
kerumahtanggaan serta melakukan statistik dan dokumentasi di Kantor 
Urusan Agama (KUA) kecamatan. 
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2.   Fungsi Pelayanan 
Melakukan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan kemasjidan, 
perwakafan, zakat dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan 
keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelengara haji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3.   Fungsi Pembinaan 
       Melaksanakan pembinaan di lingkungan internal (para staf) dan 
pembinaan eksternal (lembaga Islam lainnya di wilayah kecamatan). 
3.    Kantor Urusan Agama dalam Urusan Pernikahan 
 Kantor Urusan Agama (KUA) ialah instansi atau lembaga yang memiliki 
wewenang dalam menangani masalah pernikahan. Salah satu kewenangannya 
ialah sebagai lembaga pencatat pernikahan dan di dalam pencatatan pernikahan 
ada pernikahan yang tercatat di KUA serta ada juga pernikahan yang tidak tercatat 
di KUA, baik itu sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
mengenai perkawinan maupun setelahnya. 
 Menurut Undang-Undang perkawinan yang sah, pasal yang mengatur 
pencatatan pernikahan tetap berlaku, sebagai wujud dari pengamatan dalam 
pernikahan yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Pada pernikahan yang 
tidak terdaftar maupun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan 
salah satu perbuatan hukum yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang dan 
memiliki kecenderungan yang kuat dari segi sejarah hukum perkawinan dalam 
Islam yang ilegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum 
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Islam (KHI) terdapat informasi yang implisit bahwa pencatatan pernikahan bukan 
sebagai syarat sah pernikahan, akan tetapi sebagai cara untuk menciptakan 
ketertiban dalam pernikahan. 
 Demikian halnya dalam pasal 7 ayat 3 KHI diatur mengenai itsbat nikah 
(pengesahan perkawinan) bagi perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Dengan 
kata lain, pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang sah, akan tetapi kurang 
sempurna karena tidak terdaftar dalam pencatatan di Kantor Urusan Agama 
(KUA) setempat. Ketidaksempurnaan itu terlihat dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan tersebut.
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Dalam hukum pernikahan terdapat juga hukum mengenai ikatan dalam 
membangun hubungan rumah tangga. Hal ini sebagaimaa dimaksudkan dalam 
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, yaitu 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai seorang istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31
 
C. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 
1. Pengertian Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 
Menurut George R. Terry, pelaksanaan dapat dartikan sebagai suatu kegiatan 
dalam memberikan bimbingan dan arahan yang dilakukan seorang manajer untuk 
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memulai dan meneruskan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh unsur perencanaan 
serta pengorganisasian yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
32
 
Adapun bimbingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu “guidance” yang berasal 
dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, serta 
mengarahkan seseorang kepada tujuannya yang bermanfaat bagi kehidupannya 
yang sekarang maupun yang mendatang. Menurut istilah, bimbingan diartikan 
sebagai proses memberikan arahan yang dilakukan seorang yang profesional 
kepada setiap individu atau kelompok untuk membangun minat maupun bakat, 
serta potensi pada kemampuan yang dimilikinya, dan mampu menyelesaikan 
permasalahan yang ada, agar seseorang yang dibimbing dapat menentukan alur 
kehidupannya secara bertanggungjawab tanpa bergantung dengan yang lainnya.
33
 
Sedangkan maksud dari pranikah ialah masa sebelum adanya ikatan yang sah 
diantara pasangan calon pengantin yang bertujuan untuk menjalin hubungan 
suami istri secara resmi berdasarkan agama, undang-undang perkawinan dan 
diakui oleh negara, yaitu pemerintah. 
Dari pengertian di atas, maka pelaksanaan bimbingan pranikah diartikan 
sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak-pihak yang 
akan menikah untuk dilakukan pembimbingan mengenai adanya rencana 
pernikahan bagi pasangan calon pengantin. Bimbingan pranikah ini bertujuan 
untuk membantu mereka dalam menghadapi problem-problem yang terjadi dan 
berkaitan dengan pernikahan. 
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Tujuan dari bimbingan pranikah itu antara lain ialah sebagai berikut:
34
 
1. Membantu calon pengantin untuk mengetahui hakikat pernikahan menurut 
Islam. 
2. Membantu calon pengantin untuk melakukan persiapan pernikahan. 
3. Membantu calon pengantin dalam melakukan pernikahannya sesuai dengan 
aturan syariat Islam. 
4. Membantu calon pengantin dalam mewujudkan pemahaman yang lebih baik 
mengenai pribadinya, tiap-tiap pasangannya, tuntunan individu dalam 
pernikahan mengenai persiapan yang lebih baik dalam mengarungi kehidupan 
berumah tangga. 
5. Membangun situasi yang lebih efektif dalam menyesuaikan keluarga, 
sehingga mendapatkan kebahagiaan maupun dapat menambah pemahaman 
mengenai kapasitas maupun potensi dari kepribadiannya dalam membangun 
interaksi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan 
sebaik-baiknya sehingga memperoleh kehidupan rumah tangga yang 
harmonis. 
2. Unsur-Unsur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 
Unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan aturan 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 
DJ.II/542 Tahun 2013, diartikan sebagai panduan teknis khusus di lingkungan 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Urusan Agama Islam 
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ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta instansi 
atau lembaga dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang meliputi lima unsur, 
yaitu:
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a. Sarana Pembelajaran  
Sarana penyelenggara bimbingan pranikah terdiri dari silabus, modul, dan 
bahan ajar lainnya untuk digunakan pada pembelajaran. Silabus maupun modul 
dipersiapkan pihak Kementerian Agama sebagai pegangan referensi bagi 
pelaksana kursus pranikah. 
b. Materi dan Metode Pembelajaran 
Materi yang dijelaskan dapat disampaikan dengan menerapkan metode 
dialog, ceramah, simulasi, serta tanya jawab dalam penugasan terhadap 
pelaksanaan yang dapat disesuaikan pada situasi dan keperluan di lapangan. 
Adapun materi bimbingan pranikah dibagi atas tiga kelompok, yaitu:
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1. Kelompok Dasar 
a. Keputusan Kementerian Agama mengenai pembinaan keluarga 
sakinah. 
b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
mengenai bimbingan pranikah. 
c. Peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan dan 
pembinaan keluarga. 
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d. Hukum keluarga. 
e. Prosedur pernikahan. 
2. Kelompok Inti 
a. Melaksanaan fungsi-fungsi keluarga. 
b. Menjaga kasih sayang  dalam keluarga. 
c. Mangelola permasalahan dalam keluarga. 
d. Psikologi pernikahan keluarga. 
3. Kelompok Penunjang 
a. Strategi Andragogi. 
b. Menyusun SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching. 
c. Pre test dan post test 
d. Penugasan dan perencanaan aksi. 
Adapun metode bimbingan pranikah yang sering dilaksanakan ialah 
dengan metode sebagai berikut: 
1. Metode Langsung 
Metode langsung merupakan metode yang dipakai pembimbing untuk 
berkomunikasi face to face (langsung) bersama para peserta bimbingan. 
Adapun metode langsung terbagi atas: 
a. Metode Individual 
1.   Percakapan pribadi, yaitu pembimbing berkomunikasi bersama 
yang dibimbing. 
2.   Kunjungan ke rumah, maksudnya pembimbing melakukan 
komunikasi dengan yang dibimbing di rumah yang dibimbing. 
37 
 
 
 
3.   Kunjungan dan observasi kerja. 
4.   Lingkungan. 
b. Metode Kelompok 
1.   Diskusi kelompok, yaitu bimbingan yang dilakukan pembimbing 
melalui diskusi kelompok bersama para peserta yang mempunyai 
permasalahan. 
2.   Group teaching, yaitu bimbingan yang diberikan dengan cara 
menyampaikan materi ceramah pada kelompok yang sudah 
dipersiapkan. 
2.    Metode tidak Langsung 
a. Metode individual, yaitu dengan menggunakan telepon, surat-
menyurat, maupun media lainnya. 
b. Metode kelompok, yaitu dengan menggunakan surat kabar, 
brosur, radio, televisi dan sebagainya. 
c. Narasumber 
Narasumber yang dimaksud ialah seseorang yang dianggap mampu dalam 
menerangkan maksud dan tujuan pada pelaksanaan bimbingan pranikah ialah 
orang yang mempunyai keahlian serta kemampuan dalam bermasyarakat, serta 
berkomunikasi dengan para peserta bimbingan. Narasumber juga bertugas 
memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang 
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yang meliputi, konsultasi keluarga, dan orang-orang yang profesional di 
bidangnya.
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d.    Pembiayaan  
Pembiayaan dalam bimbingan pranikah diatur sesuai dengan ketentuan 
pasal 5 tahun 2013 menjelaskan tentang pembiayaan bimbingan pranikah 
bersumber dari dana APBN dan APBD. 
e.  Sertifikasi 
 Sertifikasi merupakan persiapan perkawinan yang berupa kelas khusus 
atau bimbingan pranikah bagi calon penganin yang akan menikah. Di dalam  
sertifikasi tersebut setelah calon pengantin selasai mengikuti kegiatan 
bimbingan pranikah, maka masing-masing peserta menperoleh sertifikat 
sebagai tanda bukti kelulusan dalam mengikuti kursus bimbingan pranikah. 
Sertifikat nikah tersebut dikeluarkan secara resmi oleh instansi yang 
berkompetensi dan sudah terakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa orang 
tersebut sudah berpartisipasi dalam kegiatan kursus pranikah.  
 
 
 
 
 
                                                             
37
 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam... 
39 
 
 
 
D. Penelitian Relevan 
Penelitian relevan dicantumkan untuk mengurangi kemiripan dari penelitian 
lainnya, maka peneliti perlu menuliskan beberapa karya ilmiah di dalam 
penelititian ini.  Terdapat tiga penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, 
yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Kusniati dengan judul: “Manajemen 
Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam 
Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen bimbingan pranikah 
KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat KUA dalam mewujudkan keluarga 
sakinah, mawaddah dan warahmah. 
Adapun dalam tahap manajemen bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh 
KUA Kecamatan Lambu, yaitu calon pengantin yang sudah melengkapi syarat 
sebagaimana tercantum pada atauran agama harus berpartisipasi dalam kursus 
bimbingan pranikah dengan membawa permohonan untuk dirkusus calon 
pengantin dalam memperoleh materi dari pemateri bimbingan yang disampaikan 
petugas dari pihak KUA.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Isman Muhlis dengan judul: “Efektivitas 
Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga 
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Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Bantaeng”. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dari judul skripsinya ialah 
terdapatnya 250 pasang pernikahan pada tahun 2014 di KUA Kecamatan 
Tompobulu dan terdapat 24 peristiwa dalam kasus permasalahan rumah tangga 
yang berakibat perceraian. Dalam penelitian yang diperoleh, maka dapat dilihat 
dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tompobulu sudah bisa 
dikatakan efektif, akan tetapi ada juga ditemukan adanya calon pengantin yang 
kurang mengerti akan pengetahuan dari kursus bimbingan pranikah yang 
disampaikan pembimbing akibat dari rendahnya pendidikan bagi pasangan calon 
pengantin. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti Nadeak dengan judul:  “Efektivitas 
Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus 
Keluarga Bapak Adessie Rony)”. 
Penelitian yang bertujuan untuk memberikan pelajaran serta pandangan 
mengenai kehidupan dalam berumah tangga sehingga tercapainya keluarga 
sakinah. Hasil dari temuan yang dilakukan peneliti bahwa efektifitas bimbingan 
pranikah di keluarga bapak Adessie Rony sudah cukup baik, bimbingan yang 
diterapkan telah memperlihatkan dampak yang baik terhadap keluarga bapak 
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Adessie Rony untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya yang menjadi ukuran 
pencapaian bimbingan pranikah di KUA Medan Petisah.
40
  
Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan lebih mengarah pada 
manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam pelaksanaan 
bimbingan pranikah, serta bagaimana faktor kegagalan dan faktor keberhasilan 
dalam  kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA
 Kecamatan Galang.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengertian 
kualitatif menurut Denzin dan Lincoln, merupakan suatu penegasan dalam makna 
serta proses yang dikaji secara tidak teliti dan belum bisa diukur dari sisi jumlah, 
frekuensi, maupun kuantitas di dalamnya. Penelitian kualitatif merupakan 
penelitian dengan penyelidikan pada suatu fakta sosial maupun permasalahan 
yang terjadi dimasyarakat.
 41
 
Penilitian kualitatif memusatkan pada kejadian atau kegiatan dalam 
mengidentifikasi, dokumentasi serta memahami secara mendalam mengenai 
makna, nilai, karakteristik serta ketentuan umum seseorang maupun sekelompok 
orang mengenai suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
42
 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan serta 
mengedepankan keadaan yang nyata dan terjalin secara erat dengan interaksi 
sosial yang dibangun diantara peneliti dengan objek penelitiannya. Penelitian 
kualitatif ini dilakukan peneliti untuk mendeskripsikan hal-hal dalam kaitannya 
dengan manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam 
pelaksanaan bimbingan pranikah. 
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B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di 
Jalan Besar Petumbukan Desa Tanah Merah Kecamatan Galang Kabupaten Deli 
Serdang.  
C. Informan Penelitian 
Informan penelitian merupakan seseorang yang memberi keterangan 
mengenai situasi dan kondisi dari permasalahan yang terjadi dan harus memahami 
persoalan yang hendak diteliti. Adapun informan yang terkait dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Drs. Ansoruddin Nasution, M.Si 
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Galang 
2. Muksalmina, S.Ag 
Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Galang 
3. Sabdiani, S.H.I 
Jabatan : Staf  KUA Kecamatan Galang 
D. Sumber Data 
Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu : 
1. Sumber primer, data ini diperoleh peneliti langsung dari kepala KUA 
Kecamatan Galang Bapak Drs. Ansoruddin Nasution, M.Si, Ibu Sabdiani 
sebagai staf KUA, dan Bapak Muksalmina, S. Ag sebagai penghulu di KUA. 
2. Sumber sekunder, yaitu informasi pelengkap sebagai data pendukung dalam 
penelitian ini yang diperoleh dari: 
a. Data-data tertulis yang ada di KUA 
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b. Literatur yang mendukung terkait dengan penelitian. 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari 
data yang digunakan. Adapun teknik yang diperlukan untuk pengumpulan data, 
yaitu: 
1. Wawancara  
 Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan 
dengan bertatap muka kepada seseorang yang memberikan informasi secara 
langsung dan dapat diberikannya susunan pertanyaan lebih dulu agar bisa dijawab 
oleh informan dilain waktu. Wawancara dikenal dengan re-cheking atau alat 
pembuktian terhadap informasi maupun keterangan yang didapatkan 
sebelumnya.
43
 Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ialah teknik 
wawancara secara langsung dengan tanya jawab kepada ketua KUA beserta 
pengurus yang ada di KUA Kecamatan Galang.  
2. Observasi  
 Metode observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang 
mewajibkan peneliti terjun ke lapangan langsung dalam mencermati persoalan 
terkait dengan peristiwa, tempat, waktu, ruang, pelaku, kegiatan dan tujuan. 
tertentu. Keseluruhan itu tidak perlu diamati dan dicermati sepenuhnya, namun 
hanya permasalahannya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang 
relevan.
44
 Dilakukannya observasi ini ialah untuk melihat dan mencari secara 
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mendalam mengenai aktifitas lembaga KUA dalam memanajemen pelaksanaan 
bimbingan pranikah terhadap pasanagan calon pengantin yang hendak menikah. 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah pelengkap data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu 
hasil gambar atau foto, tulisan maupun karya-karya monumental yang 
kesemuanya dapat memberikan keterangan pada saat penelitian. Dokumentasi 
juga merupakan sumber yang digunakan dalam metode wawancara dan observasi 
pada penelitian kualitatif, bahkan hasil penelitian kualitatif memiliki kredibilitas 
yang tinggi jika mengikutsertakan dokumentasi dalam teknik pengumpulan 
datanya.
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F. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan cara untuk menngetahui serta mengatur data dengan 
terstruktur yang didapat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi 
sehingga temuan hasil penelitian dapat diketahui dan diinformasikan kepada 
khalayak secara terperinci. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 
Analisis data kualitatif merupakan usaha yang dilaksanakan melalui bekerja 
dengan data, mengorganisir data, mengelola satuan data, menemukan serta 
mendapati hal-hal penting dari pola yang diajarkan serta menemukan apa yang 
bisa diuraikan kembali pada yang lainnya.
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Sesudah data yang diperlukan terhimpun menjadi satu, maka untuk 
selanjutnya dilakukanlah teknik analisis data dengan memakai metode kualitatif. 
Metode kualitatif yang dimaksudkan ialah menjelaskan capaian dari hasil yang 
diteliti sesuai dengan keadaan yang nyata tanpa direkayasa. Artinya di sini peneliti 
berusaha untuk menceritakan ulang data-data yang sudah didapat mengenai 
bagaimana manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam 
melakukan kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
BAB IV 
 HASIL PENELITIAN 
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang Kabupaten Deli 
Serdang 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang didirikan pada tanggal 13 
September 1984 di mana Kantor Urusan Agama (KUA) berdiri di atas tanah 
pekarangan milik Ibu Sumini yang diwakafkannya untuk dibangun Kantor Urusan 
Agama yang memiliki panjang bangunan 18 m dengan lebar bangunan 13 m dan 
luas tanah sebesar 234 m
2
.  
Pada saat itu KUA Kecamatan Galang pertama kali diketuai oleh Bapak 
Abdullah G. A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang terletak di jalan besar 
Petumbukan Desa Tanah Merah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. 
Jumlah wilayah yang dinaungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang 
sebanyak 28 Desa dan 1 kelurahan dengan jumlah penduduk khusus yang 
beragama Islam sebanyak 55.553 jiwa dari total jumlah penduduk 
keseluruhan 61.773 jiwa. 
Kemudian jumlah staf yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang 
berjumlah 5 orang yang terdiri dari 4 orang staf berstatus Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yaitu Kepala KUA Kecamatan Galang, Penghulu KUA Kecamatan 
Galang, Staf bagian penyusun bahan pembinaan kepenghuluan, dan staf bagian 
penyusun bahan pembinaan keluarga sakinah serta 1 orang sebagai staf honorer 
bagian pramu bakti. 
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B. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang  
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang 
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020. 
 
 
Kepala KUA/PPN 
Drs. Ansoruddin Nasution, M.Si  
NIP. 196802122003121001 
Pembantu PPN 
Syahrul Lubis 
Desa 
Petangguhan, 
Pisang Pala, 
Paya Kuda 
Penghulu Madya 
Muksalmina, S.Ag 
NIP. 197603132005011014 
 
Penyusun Bahan  
Pembinaan Kepenghuluan 
Sofian Efendi Purba 
NIP. 196612012014111004 
 
 
Penyusun Bahan Pembinaan  
Keluarga Sakinah 
Sabdiani, S.H.I 
NIP. 196604301987032002 
Pramu Bakti 
Winda Sari, S.ST 
Pembantu PPN 
Roqib 
Desa Tanjung 
Sporkis 
 
Pembantu 
PPN 
Bakhrum Yus 
Desa Paku, 
Bandar Kuala, 
Titi Besi 
Pembantu PPN 
Agus Salim Siregar 
Desa Nogo Rejo, 
Batu Lokong 
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C.   Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Diterapkan Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Galang 
 Berdasarkan teori George R. Terry yang sudah dijelaskan di dalam 
pembahasan Bab II halaman 11 dan 32 bahwa manajemen pelaksanaan 
merupakan suatu proses pengaturan dalam memberikan arahan dan bimbingan 
untuk memastikan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui 
manfaat adanya sumber daya manusia yang ada.  
 Oleh karena itu, proses dari manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah 
yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Galang berdasarkan penelitian dengan 
mewawancarai Bapak Ansoruddin Nasution selaku Kepala KUA Kecamatan 
Galang bahwa tahap dari manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon 
pengantin yang akan menikah haruslah melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti 
pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah sebagaimana peraturan tersebut berlaku 
dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  
 Adapun tahapan proses manajemen pelaksanaan yang harus dipenuhi sebagai 
syarat-syarat untuk calon pengantin yang akan menikah, antara lain sebagai 
berikut:
47
 
1. Mengurus Persyaratan dalam Pernikahan 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Galang, yaitu 
Bapak Ansoruddin Nasution, beliau menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan 
persyaratan pernikahan merupakan suatu keabsahan yang harus dilakukan oleh 
pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Ketika seluruh syarat 
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 Hasil wawancara bersama Bapak Ansoruddin Nasution selaku Kepala KUA Kecamatan 
Galang, pada hari selasa tanggal  4 Februari 2020, pukul 10.25 WIB. 
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itu terpenuhi, maka akan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam 
pencatatan pernikahan. Sedangkan jika syarat dari salah satunya tersebut tidak 
dapat dipenuhi, maka tidak berlakunya pernikahan yang sah bagi pasangan calon 
pengantin tersebut.  
 Dengan melengkapi persyaratan dalam pernikahan, maka bagi calon 
pengantin barulah bisa mendatangi Kantor Urusan Agama, yaitu KUA Kecamatan 
Galang untuk mendaftarkan pernikahannya. Berdasarkan peraturan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 ayat 1-3 tentang syarat-syarat 
perkawinan, maka bagi calon pengantin harus memenuhi beberapa persyaratan 
sebelum pernikahan seperti:
48
 
1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Seseorang yang belum mencukupi umur 21 tahun harus mendapat restu dari 
orang tuanya. 
3. Apabila seorang dari kedua orang tuanya telah wafat atau tidak mampu 
mengungkapkan keinginannya, maka izin yang dimaksud dalam ayat 2 cukup 
diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup ataupun dari orang tua yang 
mampu mengungkapkan keinginannya. 
 Dengan adanya peraturan tersebut, maka bagi calon pengantin harus 
memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan sesuai dengan undang-undang 
mengenai syarat-syarat pernikahan bagi calon pengantin. Adapun persyaratan 
selanjutnya yang harus dilengkapi calon pengantin ialah persyaratan dalam 
memenuhi pemberkasan yang harus dilengkapi dan diselesaikan bagi calon 
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 Kementerian Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta: 
Dirjen Bimas Kementerian Agama RI, 2015), h. 23. 
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pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, antara 
lain sebagai berikut: 
a.  Membawa surat pengantar dari desa atau kelurahan, baik dari RT maupun 
RW dengan membawa dokumen pendukung, seperti membawa fotocopy 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), membawa  fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan 
fotocopy akta kelahiran, serta membawa fotocopy KTP orang tua. 
b.  Membawa fotocopy ijazah terakhir sekolah. 
c.  Pas photo berwarna ukuran 2x3 4 lembar, 3x4, 4 lembar dan 4x6, 2 lembar 
sertakan background berwarna biru. 
d. Membuat surat pernyataan belum pernah menikah di atas materai Rp. 6000. 
e. Membawa surat rekomendasi pindah nikah jika calon pengantin berada di 
kecamatan lain. 
f. Membawa surat kesehatan yang direkomendasi dari puskesmas. 
 Setelah melengkapi berkas-berkas sebagai syarat untuk menikah, barulah 
calon pengantin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Galang agar bisa terdaftar sebagai calon pengantin yang akan 
menikah. 
2. Mendaftarkan Pernikahan ke Kantor Urusan Agama 
 Bagi Calon pengantin yang sudah melengkapi berkas-berkas sebagai syarat-
syarat yang harus dilengkapi, maka hendaklah bagi pasangan calon pengantin 
untuk segera mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan 
agar bisa terdata dan terdaftar sebagai pasangan calon pengantin yang akan 
menikah. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pasangan calon pengantin agar calon 
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pengantin dapat menyelesaikan segala persyaratan baik mengisi formulir 
pendaftaran, serta mengisi data-data lainnya yang diperlukan sebagai salah satu 
syarat pendaftaran pernikahan oleh kedua calon pengantin.  
 Sebagaimana penjelasan yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Bab II Pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan perkawinan, untuk 
setiap orang ataupun setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan 
pernikahan seharusnya menginformasikan keinginannya itu kepada pegawai 
pencatat KUA setidaknya 10 (sepuluh) hari setelah mendaftarkan pernikahannya 
baru calon pengantin diperbolehkan menikah.
49
  
3. Melaksanakan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin 
 Pelaksanaan bimbingan Pranikah merupakan gagasan dari program 
Kementerian Agama yang sudah berjalan sejak dua tahun terakhir. Hal ini 
diungkapkan langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi, bahwa bimbingan 
pranikah dilakukan untuk mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari 
problem pernikahan yang umum terjadi dilingkungan masyarakat dan mampu 
meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah. 
 Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 pada 
BAB XVII tentang supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas di 
bidang Bimas Islam di Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan supervisi 
pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan surat 
edaran Dirjen Bimas Nomor B.2559/DJ.III.II/PW.00/05/2018 Pelaksanaan 
Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin tahun 2018 dan Keputusan 
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Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan 
Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan 
ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang memanajemen 
keluarga yang baik, sehingga dalam berkeluarga nantinya bisa tercipta 
keharmonisan dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
50
 
 Adapun hasil diskusi yang peneliti lakukan bersama Bapak Ansoruddin 
Nasution selaku Kepala KUA Keacamatan Galang, beliau menyampaikan bahwa 
dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan 
Galang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah secara 
mandiri dan pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok. 
 Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara mandiri, yaitu 
bimbingan pernikahan yang dilakukan secara khusus bagi calon pengantin yang 
akan dibimbing bersama pasangannya yang waktu pelaksanaan bimbingan 
pernikahannya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama atau bisa juga dilakukan 
di rumah pasangan calon pengantin. 
 Biasanya pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri dilakukan sebelum 
calon pengantin laki-laki melakukan ijab qabul atau sebelum adanya ikatan janji 
suci. Untuk bekal bimbingan pernikahan ini disampaikan langsung oleh penghulu 
KUA Kecamatan Galang sebelum calon pengantin mengarungi kehidupan rumah 
tangganya. Materi bimbingan yang biasanya disampaikan kepada calon pengantin 
yaitu pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga agar mereka mampu 
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menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan diharapkan mampu dalam 
mengelola konflik rumah tangga. 
 Sedangkan pada proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang 
dilakukan secara kelompok berdasarkan penjelasan dari Bapak Muksalmina 
selaku Penghulu KUA Kecamatan Galang, beliau menyampaikan bahwa 
pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara kelompok ini dilakukan 
menjelang akhir tahun. Kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah secara 
kelompok merupakan salah satu program KUA Kecamatan Galang yang 
dilakukan secara gabungan dengan peserta atau calon pengantin dari KUA 
Kecamatan lainnya diluar Kecamatan Galang.
51
 Seperti peserta atau calon 
pengantin yang dikirimkan dari KUA Kecamatan Pagar Merbau dan KUA 
Kecamatan Bangun Purba untuk bergabung dalam mengikuti kegiatan 
pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang.  
 Adapun narasumber dan fasilatator yang memberikan bimbingan pranikah 
dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok, yaitu narasumber dan 
fasilitator yang didatangkan dari Kementerian Agama Kabupaten dan dari Dinas 
Kesehatan, seperti Kepala Puskesmas Kecamatan. Narasumber dan fasilitator ini 
diundang oleh Pihak KUA Kecamatan Galang unuk memberikan arahan maupun 
bimbingan materi pernikahan yang akan disampaikan kepada calon pengantin agar 
calon pengantin memahami hakikat dari suatu pernikahan sebelum masing-masing 
dari mereka menjalani kehidupan berumah tangga.  
                                                             
51 Hasil wawancara bersama Bapak Muksalmina selaku Penghulu KUA Kecamatan Galang, 
pada hari selasa tanggal  17 Maret 2020, pukul 09.56 WIB. 
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  Pembekalan pengetahuan dari materi yang diberikan pada pelaksanaan 
bimbingan pranikah secara kelompok bagi calon pengantin tersebut biasanya yang 
disampaikan itu berupa materi tentang keluarga sakinah, membina hubungan 
dalam berkeluarga agar terhindar dari konflik rumah tangga, mencukupi 
kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan menyiapkan generasi 
yang berkualitas.  
 Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan secara 
kelompok dalam segi penyelengaraan sangat memerlukan anggaran dana untuk 
pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan 
pranikah secara mandiri tidak diperlukan dana sedikitpun yang keluar dari calon 
pengantin, karena dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara 
gabungan berhubung dengan bergabungnya peserta atau calon pengantin dari 
KUA lainnya yang di luar wilayah Kecamatan Galang. Maka pihak KUA 
Kecamatan Galang sangat memerlukan persiapan yang matang, baik kesiapan 
dalam membentuk panitia pelaksana, menyiapkan narasumber dan fasilitator 
sampai dengan menyiapkan anggaran dana yang diperlukan untuk kegiatan 
bimbingan pranikah secara gabungan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat 
memenuhi target sesuai yang  diharapkan.  
 Seperti contoh tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan 
pranikah yang pernah dilaksanakan KUA Kecamatan Galang di tahun 2018 secara 
kelompok, sebagai berikut: 
a. Menyusun tim kepanitiaan dan menentukan jumlah peserta kegiatan 
pelaksanaan bimbingan pranikah, 
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  Menyusun tim kepanitian merupakan langkah awal sebelum 
dilakukannya kegiatan bimbingan pranikah secara gabungan. Dalam hal ini 
pihak KUA Kecamatan Galang menyusun beberapa panitia pelaksana dan 
panitia pelaksana ini beranggotakan pengurus KUA Kecamatan Galang itu 
sendiri.  Seperti contoh: 
No. Nama / NIP Pangkat/Golongan 
Ruang 
Jabatan 
dalam 
Dinas 
Jabatan 
dalam 
Kegiatan 
1. 
Drs. H. Nazamuddin 
196802122003121001 Penata Tk. I, III/d 
Ka. KUA 
Kec. 
Galang 
Ketua 
2. 
Muksalmina, S.Ag 
197603122005011017 Pembina, IV/a 
Staf KUA 
Kec. 
Galang 
Sekretaris 
3. 
Sabdiani, S.H.I 
196604301987032002 Penata Tk. I, III/d 
Staf KUA 
Kec. 
Galang 
Anggota 
4. 
Sofian Efpendi Purba 
196612012014111004 Pengatur Muda, II/a 
Staf KUA 
Kec. 
Galang 
Anggota 
 
b. Menyiapkan narasumber dan fasilitator untuk memberikan materi bimbingan 
pranikah 
 Narasumber dan fasilitator ini diundang oleh pihak KUA Kecamatan 
Galang unuk memberikan arahan maupun materi bimbingan untuk 
disampaikan kepada calon pengantin agar calon pengantin memahami hakikat 
dari suatu pernikahan sebelum masing-masing dari mereka menjalani 
kehidupan berumah tangga. Adapun narasumber dan fasilitaor yang diundang 
untuk kegiatan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Galang ialah 
sebagai berikut: 
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No Nama / NIP Pangkat/Gol 
Ruang 
Jabatan  
1. 
H. Tolibun Pohan, S.Ag, M.Si 
196903141996031001 
Pembina, IV/a 
Narasumber 
2. 
Drg. Juli Rita Zahara Trg, M. Kes 
197207282002122001 
Pembina, IV/a 
Narasumber 
3. 
H. Ilyas, MA 
197602222000031004 
Pembina, IV/a 
Fasilitator 
4. 
Imam Syafi’i, S.H.I 
197809102005011004 Penata, III/c Fasilitator 
 
Keterangan: 
(a.)  Narasumber pertama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Deli Serdang. Materi yang disampaikan, yaitu paparan kebijakan 
bimbingan perkawinan. 
(b.) Narasumber kedua Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Galang. Materi 
yang disampaikan, yaitu menjaga kesehatan reproduksi. 
(c.) Fasilitator pertama Bapak H. Ilyas, MA, menyampaikan materi 
perkenalan dan harapan, mempersiapkan keluarga sakinah, dan 
menyampaikan materi tentang membangun hubungan dalam keluarga. 
(d.) Fasilitator kedua Bapak Imam Syafi’i, S.H.I, menyampaikan materi 
memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, dan 
materi evaluasi, refleksi, serta post test. 
c. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah 
  Dalam melakukan persiapan untuk membuat suatu kegiatan penting juga 
untuk menentukan tempat dan waktu kegiatan. Seperti halnya kegiatan 
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bimbingan pranikah yang pernah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Galang 
di tahun 2018. Pihak KUA Kecamatan Galang pernah melaksanakan kegiatan 
bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu 
hari Rabu dan Kamis tanggal 5 dan 6 Desember 2018 bertempat di Balai 
Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Menentukan 
tempat dan waktu kegiatan ini dilakukan agar dapat mempermudah bagi KUA 
Kecamatan Galang dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah. 
d.  Menyiapkan materi bimbingan yang akan disampaikan kepada calon 
pengantin 
 Materi bimbingan pranikah untuk calon pengantin yang akan dipaparkan 
oleh narasumber dan fasilitator berjumlah 16 jam pelajaran. Adapun materi 
bimbingan pranikah yang akan disampaikan kepada calon pengantin antara 
lain: 
1. Pemaparan kebijakan bimbingan perkawinan, sekitar 2 jam 
pelajaran. 
2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar, sekitar 2 jam 
pelajaran. 
3. Menyiapkan keluarga sakinah, sekitar 2 jam pelajaran. 
4. Membina hubungan dalam keluarga, sekitar 2 jam pelajaran. 
5. Mencukupi kebutuhan keluarga, sekitar 2 jam pelajaran. 
6. Menjaga kesehatan reproduksi, sekitar 2 jam pelajaran. 
7. Menyiapkan generasi berkualitas, sekitar 2 jam pelajaran. 
8. Refleksi, evaluasi dan post test, sekitar 2 jam pelajaran. 
59 
 
 
 
e. Menyiapkan anggaran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan 
bimbingan pranikah 
 Menyiapkan anggaran dana yang diperlukan pada kegiatan 
pelaksanaan bimbingan pranikah sangatlah penting. Karena dengan 
adanya anggaran atau biaya maka kegiatan tersebut akan bisa berjalan 
sesuai dengan yang direncanakan. Namun sebaliknya jika anggaran dana 
tidak bisa didapatkan dan ditentukan pasti kegiatan tersebut akan 
mengalami kendala bahkan tidak bisa berjalan sesuai harapan.  
 Dalam hal ini menentukan anggaran biaya pada penyelenggaraan 
kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 
Galang pada tahun 2018, kegiatan bimbingan pranikah ini memerlukan 
anggaran biaya sebesar Rp. 8.090.000. (delapan juta sembilan puluh ribu 
rupiah). Dana ini didapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten Deli 
Serdang yang ditampung dalam peraturan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan 
Nomor: 025.03.2.299251/2017.
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4.  Memperoleh Sertifikat Nikah 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muksalmina, bahwa calon 
pengantin yang telah ikut serta pada pelatihan kursus kegiatan bimbingan 
pranikah diberi sertifikat sebagai bukti kelulusan dalam mengikuti kegiatan 
bimbingan pernikahan. Sertifikat nikah tersebut dikeluarkan oleh penyelenggara 
kegiatan setelah peserta atau calon pengantin mengikuti bimbingan pernikahan 
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kursus yang dilakukan KUA Kecamatan yang telah dinyatakan lulus secara 
meyakinkan dalam mengikuti kursus bimbingan pranikah.
53
  
 Sertifikat nikah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi salah satu syarat 
kelengkapan pencatatan pernikahan, yaitu pada saat mendaftarkan pernikahannya 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Meskipun sertifikat nikah tersebut bukan 
suatu kewajiban dari calon pengantin, namun menjadi kewajiban pemerintah 
untuk memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin. 
Sebenarnya sertifikat nikah tersebut juga sangat dianjurkan untuk dimiliki calon 
pengantin sebagai syarat untuk melengkapi pemberkasan pernikahannya saja 
melainkan ilmu yang diberikan dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut dapat 
menjadi bekal calon pengantin dalam berkeluarga.  
 Dengan memiliki sertifikat nikah setelah mengikuti kegiatan bimbingan 
pranikah, maka pasangan calon pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan 
dan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga dan berusaha untuk 
menyiapkan diri secara baik dalam menjalani kehidupan yang baru dalam rumah 
tangga. Sehingga apapun permasalahan yang mereka hadapi kedepannya setelah 
menikah nanti akan bisa dinetralisir secara baik karena sudah diberikan 
pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga. 
5.  Menikah 
 Setelah calon pengantin melakukan beberapa proses tahapan yang dilakukan, 
seperti mulai dari mengurus pemberkasan syarat-syarat menikah, mendaftar 
pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, ikut serta dalam 
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kegiatan bimbingan pernikahan, dan mendapatkan sertifikat nikah barulah 
pasangan calon pengantin diizinkan untuk melaksanakan pernikahannya dengan 
mengucap ikrar dalam sebuah ikatan janji suci pernikahan.  
 Sebagaimana penjelasan dari Bapak Ansoruddin Nasution, bahwa dalam 
pelaksanaan pernikahan bisa dilaksanakan di dua tempat, baik itu menikah di 
Kantor Urusan Agama (KUA) dan bisa juga dilakukan di luar Kantor Urusan 
Agama, seperti di rumah calon pengantin itu sendiri maupun di masjid. Jika 
pelaksanaan pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka calon 
pengantin tidak dikenakan pembiayaan pernikahan. Hal ini jelas meringankan 
pembiayaan bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahannya.  
 Sedangkan jika pernikahannya dilaksanakan di luar KUA, seperti di rumah 
dari calon pengantin tersebut ataupun di tempat lainnya, maka dikenakan biaya 
pernikahan sebesar Rp. 600,000. Sebelum ijab qabul, biasanya penghulu KUA 
bakal meminta pasangan calon pengantin untuk menjawab berbagai pertanyaan 
yang ada seputar hubungan diantara keduanya sebelum melangsungkan ijab qabul.  
 Dengan dilakukannya berbagai pertanyaan yang diberikan penghulu KUA 
kepada calon pengantin, maka hal ini berguna untuk meyakinkan  pasangan 
pengantin dalam memantapkan hatinya untuk menikahi pasangannya, baik itu 
calon suami maupun calon istrinya. Dengan berlansungnya pernikahan, maka 
pasangan pengantin dapat menuju jalan terbaik untuk mengikuti sunnah 
Rasulullah SAW dan dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap 
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pasangan, menumbuhkan tali kekeluargan, serta memperteguh kelanggengan 
dalam hubungan pernikahan.
54
 
 Dari tahapan-tahapan manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang 
dilakukan KUA Kecamatan Galang secara mandiri maupun kelompok yang sudah 
diuraikan peneliti. Dengan demikian, hasil dari proses manajemen pelaksanaan 
bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa di dalam suatu pelaksanaan kegiatan memang sangat 
diperlukannya cara manajemen yang baik pula untuk mengatur pelaksanaan di 
dalamnya. Dengan adanya manajemen yang baik, maka semua dapat diatur dan 
disusun secara terstruktur dan sistematis.  
 Adapun jumlah data pernikahan calon pengantin yang peneliti dapatkan dari 
hasil wawancara langsung bersama bapak Muksalmina selaku penghulu KUA 
pada saat melakukan penelitian dari bulan Februari-April tahun 2020 terdapat 
jumlah pasangan calon pengantin yang menikah di bulan Februari sebanyak 36 
pasangan, pada bulan Maret terdapat 18 pasangan dan di bulan April sampai 
tanggal 22 April 2020 peneliti melakukan penelitian tecatat ada 10 pasang calon 
pengantin yang menikah. Data ini bisa dilihat dari lampiran 4 yang peneliti 
cantumkan dilampiran foto halaman belakang. 
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D. Faktor Kegagalan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Galang dari penjelasan Bapak Muksalmina bahwa adanya faktor 
kegagalan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang pernah 
dilaksanakan di bulan Desember tahun 2018 sebanyak 2 kali. Dalam pelaksanaan 
bimbingan pranikah yang dilaksanakan 2 kali di tahun 2018 pada pelaksanaan 
bimbingan pertama dan pelaksanaan bimbingan pernikahan kedua mengalami 
jumlah penurunan dari peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan 
pranikah. 
 Adapun data yang peneliti ambil dari buku laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah di tahun 2018 milik KUA 
Kecamatan Galang bahwa jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan bimbingan 
perkawinan pranikah yang sudah terdata di tahun 2018 oleh pihak KUA 
Kecamatan Galang dan sudah diberikan surat edaran kepada calon pengantin 
ditargetkan peserta yang hadir berjumlah 60 orang dan itu terbagi lagi dengan 
peserta bimbingan pranikah yang berumur 21 tahun.  
 Namun pada saat berlangsungnya kegiatan bimbingan pranikah yang pertama 
dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 5-6 Desember 2018 yang hadir hanya 
29 orang peserta dari 60 orang peserta yang diharapkan hadir untuk mengikuti 
kegiatan bimbingan pranikah. Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan kegiatan 
bimbingan pranikah yang kedua kali dilaksanakan pada tanggal 19-20 Desember 
2018 dengan jumlah peserta yang sama seperti pelaksanaan kegiatan bimbingan 
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pranikah pertama, yaitu 60 orang peserta yang terbagi lagi dengan peserta 
bimbingan pranikah yang berumur 21 tahun dan jumlah peserta yang hadir 
mengikuti kegiatan bimbingan pranikah kedua berkurang menjadi 18 orang 
peserta. Data dari jumlah peserta ini bisa dilihat dari lampiran 1 digambar 1 dan 
gambar 2 yang sudah peneliti lampirkan. 
 Berkurangnya jumlah peserta dari kegiatan bimbingan pranikah ini menurut 
Bapak Muksalmina dan Ibu Sabdiani disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, 
sehingga membuat para peserta bimbingan pranikah yang sudah diundang oleh 
pihak KUA Kecamatan Galang untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah ini 
tidak banyak yang hadir. Hal ini dapat terlihat dari beberapa faktor penghambat 
pada kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA 
Kecamatan Galang antara lain:
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1. Kurangnya minat calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan 
pranikah, hal ini disebabkan karena calon pengantin beranggapan bahwa 
tanpa mengikuti bimbingan pranikah mereka masih bisa menikah.   
2. Ketidaktahuan calon pengantin tentang adanya manfaat dari kegiatan 
bimbingan pranikah. 
 Dari kegiatan ini sebenarnya peserta bimbingan bisa mendapatkan banyak 
bekal ilmu yang didapat mengenai kehidupan dalam berumah tangga. Pemateri 
yang diundang oleh pihak KUA Kecamatan Galang dalam pelaksanaan kegiatan 
bimbingan pranikah ini mengajarkan para calon pengantin untuk selalu menajaga 
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keutuhan dalam berkeluarga, membangun keluarga sakinah, menyiapkan generasi 
yang berkualitas dan menjaga kesehatan reproduksi.  
 Namun dengan adanya kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang 
dilaksanakan KUA Kecamatan Galang diharapkan dapat menambah pengetahuan 
bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga, akan tetapi tidak membuat 
calon pengantin untuk berniat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, hal ini 
disebabkan kurangnya kesadaran dari para calon pengantin mengenai adanya 
manfaat dari ilmu pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan bimbingan 
pranikah. 
3. Faktor kesibukan calon pengantin seperti bekerja 
 Salah satu faktor yang membuat terhambatnya pelaksanaan dari kegiatan 
bimbingan pranikah ini ialah pekerjaan dari masing-masing peserta yang 
mayoritas pekerjaan dari orang-orang Kecamatan Galang ialah karyawan BUMN 
dan petani, sehingga mereka tidak banyak yang bisa mengikuti kegiatan 
pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan 
Galang pada saat itu.  
 Hal inilah yang membuat kurangnya peserta yang hadir dalam mengikuti 
kegiatan bimbingan pranikah dikarenakan banyaknya para peserta yang bekerja 
pada saat itu dan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di tahun 2018 
dilaksanakan dihari kerja yaitu hari Rabu dan Kamis, sehingga membuat para 
peserta atau calon pengantin lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada 
mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 
Galang. 
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 Untuk tahap kegiatan selanjutnya, pelaksanaan bimbingan pranikah pada 
tahun 2019 membuat pihak KUA Kecamatan Galang tidak lagi membuat program 
mengenai bimbingan pranikah di daerah Kecamatan Galang. Pihak KUA 
Kecamatan Galang lebih memilih untuk bergabung dengan pihak KUA 
Kecamatan Lubuk Pakam dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang 
sudah tiga kali diadakan di tahun 2019.  
 Dari tiga kali pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan 
sepanjang tahun 2019 di KUA Kecamatan Lubuk Pakam, yaitu di bulan Oktober, 
November dan Desember, pihak KUA Kecamatan Galang hanya mengirimkan 7-
10 pasang peserta saja yang dari Kecamatan Galang untuk mengikuti kegiatan 
bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Lubuk Pakam. Data jumlah peserta 7-10 
pasang calon pengantin dapat dilihat dari lampiran 1 gambar 3-5 yang sudah 
dilampirkan. 
 Dari permasalahan yang sudah peneliti jelaskan dipembahasan sebelumnya, 
berdasarkan penjelasan dari Bapak Muksalmina bahwa terlihat adanya faktor 
kegagalan yang dialami oleh KUA Kecamatan Galang dalam melaksanakan 
kegiatan bimbingan pranikah di tahun 2018 diakibatkan dari kurangnya minat 
calon pengantin sebagai peserta kegiatan bimbingan pranikah untuk hadir 
mengikuti bimbingan. Sehingga di tahun 2019 KUA Kecamatan Galang tidak lagi 
melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah di daerah Kecamatan Galang. 
 Dengan demikian, membuat pihak KUA Kecamatan Galang untuk 
melanjutkan program kegiatan bimbingan pranikah selanjutnya di tahun 2020 
masih direncanakan pihak KUA Kecamatan Galang, apakah di tahun 2020 mereka 
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membuat kegiatan bimbingan pranikah lagi di daerah Kecamatan Galang atau 
tidak, karena kegiatan bimbingan pranikah ini dilaksanakan setiap menjelang 
akhir tahun dan hal ini juga tergantung dari situasi dan kondisi calon pengantin 
yang mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Galang pada tahun 2020. 
E. Faktor Keberhasilan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang 
Faktor keberhasilan manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Galang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan hasil wawancara 
dengan Bapak Ansoruddin Nasution dapat dilihat dari peserta yang mengikuti 
kegiatan bimbingan pranikah, beliau menjelaskan ada beberapa faktor 
keberhasilan yang bisa dicapai, yaitu:
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1. Calon pengantin dapat membangun kehidupan keluarga sakinah 
Berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan  Keluarga 
Sakinah Bab III Pasal 3 menjelaskan,
57
 keluarga sakinah merupakan kehidupan 
keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu mencukupi hajat 
hidup material dan spiritual yang berimbang, mampu menciptakan kondisi yang 
seimbang, serasi dan selaras sehingga bisa menanamkan nilai-nilai iman dan 
taqwa dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang, selaras maupun 
seimbang dengan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul 
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karimah dan amal sholeh sesuai dengan ajaran agama Islam dalam lingkungan 
keluarga.
58
 
Penuturan ini juga disampaikan Bapak Ansoruddin Nasution, ia mengatakan 
bahwa membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah telah menjadi 
sunatullah dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang diimpikan oleh setiap 
orang dalam pernikahan. Di dalam ajaran Islam membina keluarga sakinah, 
mawaddah, dan warahmah haruslah ditanam sejak awal pernikahan, agar kelak 
mereka bisa bersemangat dalam menciptakan ketenangan dalam diri sehingga 
mampu untuk mempertahankan pernikahannya dan mampu menciptakan keluarga 
yang bahagia, harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. 
Sebagaimana konsep keluarga sakinah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ar-
Rum ayat 21. 
                         
                     
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.
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Dari penjelasan ayat tersebut bahwa makna dari sakinah mengandung maksud 
suasana yang damai dalam rumah tangga dimana suami istri melaksanakan 
perintah Allah SWT dengan saling menghargai dan saling bertoleransi. Dari 
kehidupan keluarga yang sakinah akan timbul perasaan untuk saling menyayangi 
serta mengasihi diantara suami istri akan semakin tinggi apabila itu dapat 
dilakukan dengan bersama-sama.  
Oleh karena itu dari pembekalan bimbingan mengenai kehidupan keluarga 
sakinah, Ibu Sabdiani juga berpesan bahwa dengan adanya pelaksanaan 
bimbingan pranikah diharapkan calon pengantin ketika sudah menikah dapat 
membina kehidupan keluarga atas dasar cinta dan kasih sayang, menanamkan 
nilai-nilai agama serta aqidah yang kuat, mempunyai rasa saling pengertian 
diantara pasangan suami istri dan saling menghormati hak-hak maupun kewajiban 
diantara pasangan suami istri. Atas dasar tersebut maka dari masing-masing calon 
pengantin diharapkan bisa membangun kehidupan rumah tangga sakinah, 
mawaddah dan warahmah ketika menikah nanti.
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2. Calon pengantin dapat mengelola konflik dalam berumah tangga 
Kehidupan dalam berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus tanpa 
mengalami konflik. Konflik bahkan bisa saja terjadi saat dua insan telah mengikat 
perjanjian suci, yaitu pernikahan. Sudah menjadi keharusan bahwa menikah dan 
hidup bersama pasti memiliki sifat yang banyak khilaf maupun kesalahannya, 
baik itu permasalahan yang kecil atau besar maupun permasalahan yang berat 
ataupun ringan.  
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Namun apapun yang terjadi jika konflik terus saja berlanjut di dalam 
kehidupan rumah tangga tentu saja keutuhan dalam rumah tangganya yang 
dipertaruhkan. Pasti setiap pasangan tidak menginginkan pernikahannya menjadi 
renggang akibat dari permasalahan yang tak kunjung diselesaikan. Oleh karena itu 
sangat penting bagi pasangan suami istri agar mampu mengatasi konflik keluarga 
dengan jalan yang baik. 
Adapun macam-macam konflik yang dialami rumah tangga sangatlah 
bervariasi, seperti dari masalah yang ringan, yaitu perbedaan pendapat, 
komunikasi yang tidak lancar dengan suami atau istri sampai berlarut-larut, 
bahkan bisa saja permasalahan yang berat itu muncul, yaitu masalah ekonomi dan 
masalah perselingkuhan yang terjadi di dalam keluarga yang bisa juga berujung 
pada keretakan dalam berumah tangga. Sebenarnya jika pihak suami dan istri 
dapat menunaikan kewajibannya yang dituntut darinya dan tidak berlebihan dalam 
menuntut haknya, niscaya tidak ada kesempatan munculnya perselisihan yang 
mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya.  
Bagaimanapun seorang suami atau seorang istri berupaya agar tidak timbul 
persoalan dalam kehidupan mereka, terkadang tetap saja ada permasalahan yang 
timbul. Oleh karena itu kehidupan dalam berkeluarga hendaknya selalu senantiasa 
diisi dengan keharmonisan, namun jika pertikaian dalam keluarga tidak dapat 
dihindarkan, maka sudi kiranya salah satu dari mereka untuk mengalah, dan 
berusaha untuk mengendalikan amarah maupun emosi jangan sampai 
permasalahan ini terus berlarut-larut tanpa ada solusi untuk diselesaikan. 
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Dari permasalahan konflik rumah tangga yang kerap berlangsung dalam 
kehidupan masyarakat, maka pihak KUA Kecamatan Galang melalui wawancara 
dengan Bapak Ansoruddin Nasution dan Bapak Muksalmina memiliki cara atau 
solusi untuk mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga yang kokoh 
apabila masing-masing calon pengantin dapat melaksanakan persiapan yang 
cermat dan matang sebelum berumah tangga.  
Persiapan cermat dalam arti calon pengantin harus memiliki pengetahuan agar 
bisa meminimalisir berbagai hal yang akan terjadi, seperti konflik dari pernikahan. 
Sedangkan persiapan yang matang berarti calon pengantin harus bersama-sama 
bersedia dan berusaha untuk memberikan rasa nyaman serta menumbuhkan jiwa 
semangat dalam membangun rumah tangga.  
Dari persiapan cermat dan matang yang harus dimiliki calon pengantin, 
diharapkan ketika sudah menikah keduanya bisa mengelola koflik dengan baik 
sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang 
bisa mengakibatkan pada perceraian. Salah satu faktor untuk menghindari 
perceraian dalam permasalahan rumah tangga dapat dilakukan dengan 
menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau diskusi dengan mencari solusi 
dan jalan terbaik agar permasalahan tersebut dapat diakhiri dengan baik diantara 
pasangan suami istri, sehingga konflik yang terjadi tidak menimbulkan pada 
perceraian akibat dari kekerasan dalam berumah tangga. 
Dengan adanya kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA 
Kecamatan Galang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi calon 
pengantin terhadap KUA Kecamatan Galang. Sebab meningkatnya pemahaman 
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yang dimiliki calon pengantin dapat menambah semangat bagi pihak KUA 
Kecamatan Galang untuk senantiasa memberikan bimbingan pernikahan kepada 
calon pengantin yang akan menikah.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Galang 
mengenai judul skripsi “Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Galang dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah”, maka diperoleh beberapa hasil 
temuan peneliti, yaitu: 
1.  Manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA 
Kecamatan Galang diterapkan melalui persiapan pemberkasan bagi calon 
pengantin yang sudah memenuhi syarat-syarat administrasi pernikahan sesuai 
dengan undang-undang perkawinan, maka bagi calon pengantin sebaiknya 
diberikan arahan maupun bimbingan mengenai pengetahuan dalam membina 
rumah tangga dan setelah diberikan arahan mengenai bimbingan pranikah 
barulah calon pengantin diberikan sertifikat nikah sebagai syarat pelengkap 
dalam pernikahan. 
2. Faktor kegagalan yang diperoleh dari hasil penelitian dalam pelaksanaan 
kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Galang 
ialah adanya jumlah penurunan peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan 
pranikah, hal ini diakibatkan adanya faktor penghambat dari peserta, seperti 
kurangnya minat dari calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan 
pranikah, ketidaktahuan calon pengantin akan manfaat ilmu pengetahuan 
yang didapatkan dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut, dan faktor 
kesibukan calon pengantin seperti bekerja.
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3. Faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang 
dilakukan KUA Kecamatan Galang ialah, diharapkan bagi peserta bimbingan 
pranikah dapat membangun kehidupan keluarga yang sakinah, dan dapat 
mengelola konflik dengan baik dalam berumah tangga bagi calon pengantin 
yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah ketika menikah nanti. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan saran-
saran sebagai berikut: 
1.  Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang agar lebih aktif 
dalam meningkatkan intensitas kegiatan untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat terkait dengan pelaksanakan kegiatan bimbingan pranikah agar 
calon pengantin lebih banyak berhadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan 
pranikah. 
2.  Bagi calon pengantin yang akan menikah, sebaiknya mengikuti kegiatan 
bimbingan pranikah terlebih dahulu, hal ini diharapkan dapat menambah ilmu 
pengetahuan bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang 
harmonis. 
3.  Bagi Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi 
Kantor Urusan Agama yang dinaunginya untuk lebih meningkatkan 
manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah untuk program selanjutnya demi 
mewujudkan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah 
tangga yang lebih baik untuk kedepannya. 
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Pedoman Wawancara 
Manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan 
Bimbingan Pranikah 
1. Bagaimana manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan 
KUA Kecamatan Galang dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah? 
2. Sudah berapa kali pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan 
KUA Kecamatan Galang? 
3. Berapa hari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan? 
4. Berapa jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan bimbingan pranikah? 
5. Apa saja materi bimbingan yang disampaikan kepada calon pengantin yang 
akan menikah? 
6. Apa saja faktor kegagalan yang terjadi sehingga menghambat kegiatan 
bimbingan pranikah? 
7. Apa saja faktor keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan 
bimbingan pranikah? 
8. Bagaimana sejarah berdirinya KUA Kecamatan Galang? 
9. Berapa desa/kelurahan yang dinaungi KUA Kecamatan Galang? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
 
Gambar 1: Foto absensi peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah 
pertama yang diakukan oleh KUA Kecamatan Galang di tahun 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2: Foto absensi peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah 
kedua yang diakukan oleh KUA Kecamatan Galang di tahun 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3: Absensi daftar peserta yang hadir Angkatan I Kecamatan Galang 
dalam Bimbingan Pranikah Tahun 2019 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan 
Lubuk Pakam. 
 
Gambar 4: Absensi daftar peserta yang hadir Angkatan II Kecamatan Galang 
dalam Bimbingan Pranikah Tahun 2019 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan 
Lubuk Pakam. 
 
 
 
 
 
Gambar 5: Absensi daftar peserta yang hadir Angkatan III Kecamatan Galang 
dalam Bimbingan Pranikah Tahun 2019 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan 
Lubuk Pakam. 
 
Gambar 6: Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Galang. 
 
 
 
 
Lampiran 2 
   
Gambar tampak depan dan belakang sertifikat nikah untuk calon pengantin setelah 
melakukan bimbingan khusus pranikah KUA Kecamatan Galang. 
Lampiran 3 
    
Gambar 1: Foto ini diambil pada kegiatan bimbingan pranikah kedua yang 
dilakukan oleh KUA Kecamatan Galang tahun 2018 di Balai Desa Jaharun B. 
 
 
 
   
Gambar 2: Foto ini peneliti ambil langsung pada saat menghadiri pasangan calon 
pengantin Eko Banu Aji dengan Sri Devi Riski yang diberikan arahan ataupun 
bimbingan dari penghulu KUA Kecamatan Galang sebelum ijab qabul dilakukan. 
 
 
Gambar 3: Foto ini diambil ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak 
Muksalmina pada riset awal untuk pembuatan proposal.  
 
 
 
    
Gambar 4: Foto wawancara dengan Bapak Muksalmina selaku Penghulu KUA 
dan Ibu Sabdiani Selaku Staf KUA Kecamatan Galang untuk melengkapi data 
dalam pembuatan skripsi. 
Lampiran 4 
 
 
 
 
 
Sumber: Data nikah ini diambil peneliti langsung dari Penghulu Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Galang Tahun 2020. 
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